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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK TERSANGKA DALAM 
PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan 
1. Pengertian Penyelidikan  
Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, 
walaupun menurut bahasa indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar 
sidik yang artinya memeriksa, meneliti.
8
 Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP 
menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara 
yang diatur dalam Undang-undang.  
 
Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang 
ditegaskan dalam KUHAP, dalam penyelidikan sesungguhnya penyelidik 
yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang 
diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksaanan tugas 
penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak 
yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan 
memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, agar tidak 
melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.  
Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari 
dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak 
pidana. Pada penyidikan, titik berattekanannya diletakkan pada tindakan 
mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan 
dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.  
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Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang 
berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat 
diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Hal yang membedakan dari 
penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap 
(2002:109) yaitu:  
a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari semua 
anggota POLRI dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di 
bawah pengawasan penyidik. 
b. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau 
mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga 
merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah 
dari pejabat penyidik, barulah penyelidik melakukan tindakan yang 
disebut Pasal 5 ayat 1 huruf b seperti penangkapan, larangan, 
meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. 
Berdasarkan Pasal 110 ayat 4 KUHAP, jika dalam waktu 14 hari 
penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka 
penyidikan dianggap telah selesai.
9
 
 
Dari pendapat-pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa 
penyelidikan merupakan suatu tindakan untuk melakukan upaya mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan  guna 
untuk membuat terang. Antara penyelidikan dan penyidikan yang saling 
berkaitan dan saling mengisi guna untuk menyelesaikan suatu peristiwa 
tindak pidana. Disini wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi 
penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang 
diduga merupakan tindak pidana dan barulah penyelidik melakukan tindakan 
seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan 
penyitaan sesuai dengan pasal 5 ayat 1 huruf b. 
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2. Pengertian Penyidikan 
Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah 
penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya 
tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, 
maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.  
Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 UU 
No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan 
adalah:   
a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- 
tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;   
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;   
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.   
d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan 
tersangkanya.
10
 
 
Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan 
upaya dari penyidik untuk lebih memperjelas tentang kebenaran telah terjadi 
tindak pidana dan berusaha menemukan barang bukti yang berkaitan dengan 
tindak pidana itu sehingga dapat ditemukan pelaku yang sebenarnya dan 
bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.   
Dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan 
dapat diartikan bahwa adanya suatu tindak pidana  yang belum terang dapat 
diketahui melalui penyelidikan. Setelah diketahui ada atau tidaknya tindak 
pidana maka akan segera dilakukan tahap penyidikan guna untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang suatu tindak 
pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.  
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3. Pengertian Penyidik 
 
Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara 
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun 
batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI 
dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 
butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur 
tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.
11
 
 
Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang 
pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang 
dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah: 
a. Pejabat Penyidik Polri  
Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan 
dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan 
umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan 
penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan 
dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Pejabat Penyidik Penuh  
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik 
penuh”,harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan 
pengangkatan,yaitu:  
a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;  
b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua 
apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik 
yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; 
c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
 
2. Penyidik Pembantu  
Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah 
Pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh 
Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur 
denganperaturan pemerintah.
12
Pejabat polisi yang dapat diangkat 
sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 
58Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat 
diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:
13
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a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;  
b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara 
dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda 
(Golongan II/a);  
c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul 
komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. 
 
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 
KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan 
wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka 
miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah 
menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu 
pasal.
14
 Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri 
sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana 
yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.  
Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam 
Pasal 7 ayat (2) KUHAPyang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil 
sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang 
sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-
masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik Polri” 
 
Dalam Undang-Undang sudah diatur siapa saja pejabat yang berwenang 
melakukan penyidikan. Menurut pasal 1 butir ke-1 dalamKUHAP , pejabat 
polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. 
Penjelasan dari pasal 6 ayat (2) yang bertindak dan dapat diangkat 
sebagai pejabat penyidik penuh ialah pejabat polisi dan harus memenuhi 
syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan antara lain ialah minimal 
berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi atau berpangkat Bintara jika dalam 
suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu Letnan 
Dua serta ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 
Yang dapat diangkat menjadi penyidik pembantu antaralain minimal 
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berpangkat sersan dua polisi atau pegawai negeri sipil yang terdapat 
dilingkungan kepolisian negara dengan minimal berpangkat pengatur muda 
(golongan II/a) dan juga diangkat oleh kepala kepolisian RI atas usulan 
komandan atau pimpinan kesatuan. 
Pegawai negeri sipil juga mempunyai fungsi dan wewenang sebagai 
penyidik. Namun wewenang yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil selaku 
penyidik sangat terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi 
landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya ialah 
dibawah koordinasi dan pengawasan dari pihak penyidik polri. 
4. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP  
Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu pejabat polisi negara Republik 
Indonesia, karena kewajibannya mempunyai wewenang :  
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana;    
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;  
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda mengenal diri 
tersangka;  
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;  
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;  
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara;  
i. Mengadakan penghentian penyidikan;  
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  
 
Wewenang dari penyidik, menurut Pasal 5 ayat (1) KUHAP, adalah:  
a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:  
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana;  
2. Mencari keterangan dan barang bukti;  
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 
Memeriksa tanda pengenal diri;  
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  
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b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :  
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;  
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;  
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;  
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 
  
Tugas dan wewenang penyidik sudah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik wajib 
menjunjung tinggi hukum yang berlaku antara lain pelaksanaan pemeriksaan 
tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, 
penyitaan barang, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat 
kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, serta pelaksanaan 
tindakan lain sesuai dengan yang sudah diatur dalam KUHAP.  
5. Proses Pemeriksaan Penyidikan Oleh Penyidik 
Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum 
“praduga tak bersalah” (presumption of innocent ) sampai diperoleh putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
15
 
Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan 
penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus 
diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia 
mengingat kekuasaan  penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut 
terlampau besar. Batasan batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam 
Penyelenggaraan Tugas Kepolisan Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 
ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan 
penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:   
a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual 
untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;   
b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan 
kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang  
c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;   
d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan 
laporan hasil penyelidikan;   
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e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau 
memutarbalikkan kebenaran;   
f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak 
yang berperkara;    
 
Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal 
yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan 
penyidik  ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai 
peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka 
yang menjadi titik tolak pemeriksaan. Tersangka harus ditempatkan pada 
kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai 
subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya 
yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan kearah 
kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.  
Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka 
saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau 
ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. 
Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan 
hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara 
yang berperikemanusiaan dan beradab. 
 
B. Tinjauan Umum Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan 
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum 
terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses 
pemeriksaan perkara pidana, antara lain :  
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1. Hak Perlindungan , Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga 
kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1)).  
2. Hak Rasa Aman , Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan 
terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
(Pasal 30).  
3. Hak Bebas dari Penyiksaan , Berhak untuk bebas dari penyiksaan, 
penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan 
derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1)).  
4. Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang , Setiap orang tidak boleh 
ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-
wenang (Pasal 34).  
5. Hak tidak di Siksa , Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang 
hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh 
pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan 
menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga 
telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau 
memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang 
didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau 
penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan 
persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 
butir 4).
16
 
 
Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap 
kaumpria maupun wanita. Hak yang harus dilindungi pemerintah terkait 
tentang perlindungan hukum bagi tersangka pada saat pemeriksaan suatu 
tindak pidana antara lain tersangka berhak untuk mendapatkan perlindungan, 
berhak atas rasa aman, berhak untuk bebas dari penyiksaan, berhak untuk 
tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan berhak untuk tidak disiksa. 
Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam 
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, 
“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan 
pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”.  
 
                                                             
16
Agus Sri Mujiono, Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi 
Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana, https://eprints.uns.ac.id, [diakses tanggal 02 
agustus 2017] 
 
22 
 
1. Hak-hak tersangka  
KUHAP telah mengatur dengan jelas dan tegas. Hal-hal yang 
berkaitan dengan hak-hak tersangka (pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap 
pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.Adapun hak-hak 
tersangka menurut KUHAP itu sendiri adalah sebagai berikut : 
a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara  
Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi 
sebagai berikut :  
a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan 
selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.  
b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh 
Penuntut Umum.  
c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.17 
 
Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat simpulkan bahwa pasal tersebut 
menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga 
semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah 
agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka 
sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.  
b) Hak Persiapan Pembelaan  
Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi: “tersangka 
berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti 
olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu 
pemeriksaan dimulai”.18 
 
Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan 
atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang 
sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka 
disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci 
sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. 
Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan 
segera mempersiapkan pembelaaan terhadap dirinya.  
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Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak 
ini, adalah : Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka 
melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka 
telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya 
untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.  
Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan 
terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan 
tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia 
mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.  
c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas  
Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara 
bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP 
yang berbunyi, sebagai berikut;  
“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka 
atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada 
penyidik atau hakim”.19 
 
Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada 
saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan 
tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.  
Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di 
bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di 
bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang 
diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika 
seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan 
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maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka 
telah mendapatkan haknya.  
d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa  
Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa 
berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan 
penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka 
negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami 
bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.  
Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang 
dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau 
tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah :   
a. Orang asing;  
b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia   
c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis  
Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 
KUHAP yang berbunyi :  
(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, 
tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan 
juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.  
(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.  
e) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum  
Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk 
menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat 
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hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau 
penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluanmaka pembela dapat 
melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap 
tersangka.  
Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum 
terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;  
1) Faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses 
peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang 
bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat 
aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan 
bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya 
menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang 
sebenarnya.   
2) Faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai 
seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum 
tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta 
pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.   
3) Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru 
dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat 
merupakan suatu pukulan psikologis.
20
 
 
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum 
merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan 
merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang 
ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan 
pidana mati.  
f)  Hak Menghubungi Penasihat Hukum  
Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi 
mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak 
bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah 
ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP,   
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g) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga 
dan Sanak Keluarganya  
Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya 
terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika 
penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu 
diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka.  
Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi;  
”tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan 
tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada 
semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya 
atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang 
bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan 
hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.  
 
Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya 
atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk 
kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP.  
Pasal 60 KUHAP, berbunyi;  
”tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang 
mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna 
mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha 
mendapatkan bantuan hukum” 
. Pasal 61 KUHAP, berbunyi; 
 
”tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan  
perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan 
sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan 
perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk 
kepentingan kekeluargaan”. 
 
h) Hak Berkirim Surat  
Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk 
berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga 
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menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh 
pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut 
disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat 
tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih 
dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan 
dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang 
berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, 
tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.  
i) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan  
Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 
KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak menghubungi 
dan menerima kunjungan dari rohaniwan”. Dengan ditahannya tersangka 
telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya 
membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari 
dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari 
rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan 
agar jiwanya kuat secara spiritual. 
j) Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli  
 
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau 
seseorang yang memiliki keahlian khusus guna untuk memberikan keterangan 
yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa tersebut.  
k) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 
Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia 
biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan 
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tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa 
tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.  
Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk 
memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap 
tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga 
masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak 
bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.Menurut Djoko 
Prakoso : “hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan 
konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang 
sah”.21 
Hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan 
melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 
ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak 
menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau 
dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.   
Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukan bahwa Hukum 
Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak 
lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi 
berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekusaan 
yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya 
perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia 
mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka.  
Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi 
manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang 
dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana 
sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP. 
                                                             
21
Djoko Prakoso. Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Jakarta : Ghalia 
Indonesia 1987. Hlm. 23. 
29 
 
C. Tinjauan Umum tentang Tersangka  
1. Pengertian Tersangka 
Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang 
karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana. 
2. Klasifikasi Tersangka 
Inbau dan Reid (dalam Bawengan, 1989 : 96) mengemukakan bahwa 
tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:  
a) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk 
tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh 
pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan 
tersangka selengkap-lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang 
dikemukakan di depan sidang pengadilan. 
b) Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, 
maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif 
untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat 
dihindari kekeliruan dalammenetapkan salah atau tidaknya seseorang 
yang diduga melakukan tindak pidana.
22
 
Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani 
pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus 
dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas 
persamaan dihadapan hukum. Pada perbuatannya atau keadaannya, 
yangberdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 
Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat, 
bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak 
menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya 
putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk 
menerjemahkan kata “straafbaar feit” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah 
lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “straafbaar feit” 
adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan 
perbuatan yang dapat dihukum. Di dalam perundang-undangan juga 
menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk pengertian “straafbaar feit”,  
yang antara lain dikemukakan oleh Sudarto
23
 adalah sebagai berikut: 
(1) Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-
undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam pasal 14; 
(2) Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk 
Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara 
Pengadilan-pengadilan Sipil; 
(3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan 
dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang 
Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen; 
(4) Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam 
Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; 
(5) Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, 
semisal: 
a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang 
Pemilihan Umum; 
b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang 
Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; 
c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban 
Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana 
Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Merupakan Kejahatan. 
 
Menurut Simon
24
, straafbaar feitadalah “kelakuan yang diancam 
dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. 
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Sedangkan menurut Van Hamel
25, “straafbaar feit adalah kelakuan orang 
yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana”.  
Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis 
simpulkan bahwa straafbaar feit atau tindak pidana adalah suatu tindakan 
yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan 
mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan 
terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki 
kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-
perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana, dan lain-lain. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat diakatakan 
seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorangtersebut 
diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana.Setiap tindak pidana yang 
terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat 
subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.  
Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :  
a. Kesengajaan atau kealpaan (dollus atau culpa)  
b. Maksu atau voornemen pada suatu percobaan atau poging  
c. Macam-macam maksud atau oogmerk  
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voordebachte raad  
e. Perasaan takut atau vrees  
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsure yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana 
tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :  
a. Sifat melawan hukum  
b. Kuasalitas dari perilaku  
c. Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu 
kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1997 : 194).
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Konsep mengenai unsur-unsur tindak pidana bersifat subyektif adalah 
unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si 
pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 
dalam hatinya.Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana 
tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Begitu pula mengenai konsep unsur-
unsur tindak pidana menurut undang-undang akan lebih jelas ketika kita 
membaca pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku. 
Dengan Nomor Perkara Bp/83/Vii/2009/Reskrim), dalam https://eprints.uns.ac.id, [diakses tanggal 
02 agustus 2017] 
